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A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar,
terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Proses percepatan
pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tanpa dimbangi dengan pemerataan pendapatan untuk membangun ekonomi rakyat, maka
misi pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan

terabaikan sehingga basis ekonomi rakyat (nasional) mengalami Krisis.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima definisi penataan adalah upaya yang dilakukan
oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan,
pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan
memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan,
ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penataan ditetapkan dalam rangka mengatur dan membina pedagang kaki lima

sehingga keberadaanya tidak mengganggu ketertiban.

Adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan
diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat kurang mampu
diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan

yang telah mereka tentukan, maka masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana
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sendiri baik berasal dari pemerintah maupun pihak lain.* Pemberdayaan adalah
kata yang mempunyai arti proses sebagai akibat masalah yang harus dipecahkan, dan
untuk memperoleh otonomi, motivasi, ketrampilan, untuk tujuan organisasi atau
lembaga.” Pendapat lain mengatakan bahwa pemberdayaan adalah model pembangunan
alternatif yang diperlukan masyarakat dan organisasi setempat, untuk menarik bagi
beberapa orang atau lembaga lain. Pelaksanan proses dan pencapaian tujuan
pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat

menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Perlindungan, Penyongkong dan Pemelihara.

Pemanfaatan kawasan Pasar Alai Kota Padang, Menjadi tempat berjualan
Pedagang Kaki Lima adalah perpindahan kemanfaatan sebagai fasilitas umum menjadi
sarana lokasi pedagang mencari nafkah dengan melakukan perniagaan dalam waktu-
waktu tertentu.® Sehingga, menjadi hal yang lumrah bila kita sering menjumpai pedagang
musiman ini dikawasan Pasar Alai Kota Padang yang pada mestinya digunakan bukan
untuk tempat berniaga. terhadap tata tertib berjualan. pedagang kaki lima merupakan
bagian dari sektor informal yang banyak terlihat dikota-kota negara berkembang seperti
Indonesia, Banyak penelitian berpendapat bahwa pedagang kaki lima adalah ciri kota-
kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti
pedagang kaki lima timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang. Oleh sebab
itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi

negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan

! Aye Sudarto, 2017, Pengantar Bisnis, Laduni Press, Metro, him. 87.

2 safuan Alfandi, 2004, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Sendang Ilmu, Solo, him. 490.

® Departemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa, Pusat — Bahasa, Jakarta Indonesia,
him. 181.
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hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling

menguntungkan.*

Keberadaan pedagang kaki lima masih sulit dihalau dari berbagai bahu-bahu jalan
diruas jalan utama. Pemandangan mereka memang mengganggu pemandangan keindahan
kota, namun bagaimana lagi Negara ini belum mampu menciptakan lapangan kerja yang
cukup memadai bagi mereka. Bagaimanapun juga pedagang kaki lima Kkatup
perekomonian terakhir masya pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang di
jalanan pada umumnya. Keberadaan pedagang kaki lima telah membuka lapangan
pekerjaan sehingga angka pengganguran dapat ditekan dan keberadaan di butuhkan oleh
masyarakat kelas bahwa karna harganya relatif lebih murah dari restoran modern. Namun
keberadaan pedagang kaki lima selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan

baru.

Kegiatan pedagang kaki lima dianggap kegiatan liar karena pengguna ruang untuk
berjualan tidak sesuai dengan peruntukkanya sehingga mengganggu kepentingan umum.
Seperti contohnya pedagang kaki lima menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai
tempatnya berdagang, dan perilaku membuang sampah sembarangan yang menyebabkan

kawasan tersebut menjadi kumuh. Oleh karna itu pedagang kaki limatersebut harus patuh.

Penataan pedagang kaki lima di Pasar Alai Kota Padang dilakukan dengan
melakukan relokasi tempat untuk berjualan yang sudah diatur dan tidak sembraut lagi,
pedagang kaki lima merupakan orang yang melakukan usaha dagang atau jasa di tempat
umum, tempat yang digunakan berdagang yaitu, tepi — tepi jalan umum trotoar lapangan

seta tempat lainnya yang ada di Pasar Alai Kota Padang. Kehadiran pedagang kaki lima

* Sonny Sumarsono, 2009, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manuia, Graha IImu,
Yogyakarta, him 307.
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juga diperlukan masyarakat baik sebagai tempat alternatif berbelanja maupun berekreasi.
Hanya yang lebih relatif murah di bandingkan di pertokoan formal, serta jenis barang
yang beragam, menjadikan pedagang kaki lima di Pasar Alai Kota Padang sebagai tempat
yang menarik untuk berlanja. Aktifitas berbelanja dengan harga murah itu sendri sangat
digemari warga Kota Padang. Berdasarkan pengantar yang penulis lakukan lokasi
pedagang kaki lima di Pasar Alai kota Padang, pedagang kaki lima yang menetap pada
hari senin sampai minggu kurang lebih 30 pedagang kaki limayang berjualan, sedangkan
pada hari minggu kurang lebih sekitar 70 PKL yang berjualan. pedagang kaki lima di
Pasar Alai Kota Padang tidak tertata dengan rapi, masih banyaknya pedagang kaki lima
yang berdagang secara sembraut tidak sesuai dengan jenis usahanya, misalnya seperti
pedagang makanan bersebelahan langsung dengan pedagang pakaian, sendal maupun

ikan hias, yang mana tidak efektif akibat kesembrautan penataan PKL tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis lakukan lokasi PKL di Pasar Alai Kota Padang
menimbulkan dampak negatif dan dampak positif bagi kelancaran, kerapihan dan
kebersihan dari fasilitas umum tersebut. Pedagang kaki lima yang berada dikawasan ini
sangat teratur karena sudah diatur sesuai dengan tata letak untuk masyarakat berjualan di
sepanjang kawasan ini, selain itu dampak positifnya juga banyak lapangan kerja baru
untuk masyarakat sekitar. banyak juga yang menggunakan fasilitas ini untuk melakukan
olahraga dipagi hari dan sore hari. selain dampak positif dampak negatif pedagang kaki
lima Pasar Alai Kota Padang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya sampah
yang bertebaran di sepanjang jalan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti
telah melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan para PKL di

Kota Padang terhadap peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka
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peneliti telah melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan para

PKL di Kota Padang terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum,
yakni pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan
pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul: “PENERAPAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR

ALAI KOTA PADANG”.
B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan

dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang?

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam penerapan
peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL

Pasar Alai Padang?

3. Bagaimana upaya Dinas Perdagangan Kota Padang untuk mengatasi kendala-
kendala dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan

dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang?
C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang

tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang

penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota
Padang dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan

dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang.

3. Untuk menganalisa upaya Dinas Perdagangan Kota Padang untuk mengatasi
kendala-kendala dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang

penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang
D. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang
merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian
secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi
didalam kehidupan masyarakat.” Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang
dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di
masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

yang dibutuhkan.
2. Sumber Data
a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan

petugas UPTD pasar alai. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui

> Bambang Waluyo, 2002 “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika; Jakarta, him 15
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wawancara dengan Ibu Asri Suhami (Petugas Retribusi UPTD Pasar Alai) dan
bapak Noerhamzah, bapak Hasnudin, bapak Razali sebagai pedagan kaki (PKL)
lima di Pasar Alai . Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka pihak yang

dijadikan informan adalah buku, para PKL dan Pemerintahan UPTD Pasar Alai.
b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur
sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada
maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Penelitian kepustakaan
adalah peneliti yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder

yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.
1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang

mengetahui pokok permasalahan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi

tekstruktur, yakni dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara sipewawancara
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(penaya) dengan responden (sipenjawab) dengan cara panduan wawancara
(interview guide). Dimana sebelum memalukan wawancara peneliti akan

membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara.
b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data yaitu dengan cara
membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen sumber lain yang dapat

mendukung permasalahan yang ingin dibatasi.
4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum
positif dengan mendeskripsikan data-data. Dengan menganalisis data primer dan
sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis,
kemudian dianalisa untuk kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, akan menarik
kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum

kepada khusus.
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